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Kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan merupakan
kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang
mengalami sakit dengan gejala yang hampir sama
setelah mengonsumsi pangan tertentu yang terbukti
sebagai sumber penularan. Tak hanya penyakit,
keracunan pangan juga dapat mengakibatkan kematian.
WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2010 terdapat
60 juta orang di dunia yang mengalami keracunan
makanan dan menyebabkan 420.000 kematian.

Di Indonesia, tercatat bahwa sebanyak 1.176 KLB
keracunan pangan terjadi di Indonesia dari tahun
2000-2015, dengan berbagai jenis makanan dan lokasi
kejadian.
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Menjaga higiene dan sanitasi pengolahan makanan pada
penyelenggaraan makanan massal di masyarakat
menjadi sebuah tantangan. Tidak ada kewajiban akan
sertifikasi laik jasa boga. Padahal, meningkatkan
keamanan pangan di masyarakat sangat diperlukan
untuk mencegah terjadinya KLB keracunan pangan.

Tulisan ini disusun untuk menjelaskan potensi upaya
menjaga keamanan pangan dan mencegah KLB
keracunan makanan pada penyelenggaraan makanan
massal sukarela di daerah pedesaan.

KONTEN

Upaya yang paling umum dilakukan adalah edukasi
kepada masyarakat mengenai keamanan pangan meliputi
cara pemilihan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian
makanan yang baik dan benar. Akan tetapi, terdapat
kesulitan untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada
seluruh masyarakat. Efektivitas biaya dari edukasi
keamanan pangan pun masih dipertanyakan.

Melibatkan kader menjadi salah satu opsi untuk
meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan
pangan di tingkat masyarakat pedesaan. Adapun peran
kader adalah mengajak dan melibatkan masyarakat.
Dibandingkan dengan tenaga kesehatan, kader lebih dekat
dengan masyarakat sehingga mempermudah pendekatan.
Tenaga kesehatan pun tidak dapat memantau proses
pengolahan makanan yang dilakukan oleh masyarakat .

Persiapan Agen Keamanan Pangan Masyarakat

Tenaga kesehatan di masing-masing fasilitas layanan
kesehatan, dapat memberikan edukasi kepada kader
mengenai keamanan pangan. Materi disampaikan tidak
hanya secara lisan tetapi juga melalui praktik memilin
bahan makanan, mengolah, menyimpan dan menyajikan
makanan dengan baik sesuai kaidah keamanan pangan .

Kader yang telah diedukasi berperan sebagai agen
keamanan pangan setempat. Kader-kader tersebut lah
yang akan meneruskan ilmu terkait keamanan pangan dari
tenaga kesehatan kepada masyarakat sekitar. Untuk
pertimbangan sumber daya, dapat dipilih beberapa kader
yang bersedia untuk menjadi kader keamanan pangan.
Pemberian insentif juga dapat dipertimbangkan untuk
meningkatkan kinerja kader.

Kebijakan Perizinan Penyelenggaraan Makanan Massal

Sebuah kebijakan dapat dibentuk mengenai perizinan
kegiatan masyarakat yang memerlukan makanan dalam
jumlah besar, seperti acara pernikahan, perkumpulan warga
dan acara perayaan lainnya.
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Pertimbangan Sosial dan Budaya

Penerapan peran kader sebagai agen keamanan pangan
sekaligus kebijakan ini memerlukan pertimbangan terkait
struktur organisasi masyarakat dan budaya setempat
untuk mengetahui pendekatan yang tepat kepada
masyarakat.

KESIMPULAN

Pembentukan kader sebagai agen keamanan pangan dan
kebijakan ini merupakan salah satu alternatif dalam upaya
meningkatkan keamanan pangan pada penyelenggaraan
makanan massal oleh masyarakat di daerah pedesaan.
Dalam implementasinya, diperlukan berbagai pertimbangan
sosial dan budaya dari masing-masing daerah.
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